ABSTRAKSI

Seiring kemajuan teknologi, orang-orang berlomba-lomba
memanfaatkannya. Menggunakan teknologi untuk menghasilkan uang, bahkan di
dunia bisnis, komunikasi, termasuk juga dalam lingkup tindak pidana, meskipun
dunia kriminal terus mengikuti perilaku manusia, tetapi hukum selalu lambat
untuk mengejar ketinggalan. Ini menunjukkan pertumbuhan dunia kriminal yang
luar biasa yang tidak dapat diimbangi oleh peraturan hukum tindak pidana
Indonesia karena peraturan terkait ITE, sisahkan sebagai UU No.11 Tahun 2008
dan direvisi pada 2016 untuk menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan
siber. Metodologi penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian normatif atau
penelitian kepustakaan. Sumber hukum dalam riset ini ialah peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, kontrak dan perjanjian, teori hukum, dan pendapat
ilmiah, hasil penelitian didapatkan bahwa Pencemaran nama baik melibatkan
perilaku yang melanggar hukum, diatur dalam KUHP dan perpu lainnya. UU
No.11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) mengatur pencemaran nama baik atau fitnah
hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. Berdasar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal
45 ayat (3) UU ITE, pelaku pencemaran nama baik di media sosial dikenakan
denda hingga Rp750 juta atau penjara hingga 4 tahun. Jika tindakan tersebut
dilakukan secara anonim melalui akun palsu, penyedia layanan internet atau
platform daring dapat diminta, sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE, guna membantu
mengidentifikasi pelaku melalui jalur hukum.
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